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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan   

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Implementasi  

Kebijakan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap yang bertujuan untuk 

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah 

masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional 

Kabupaten Ngada dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan 

pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Namun 

belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan meskipun pelayanan Program 

PTSL secara keseluruhan menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat  namun 

masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat dari beberapa 

indikator yang ada yaitu: 

1. Akses 

Ada beberapa masyarakat yang  belum mengetahui program PTSL 

dan masyarakat kurang menyadari pentingnya sertifikat tanah. masyarakat 

melakukan pengurusan sertifikat tanah bisa dengan menggunakan 

komunikasi via Whatsapp, Email, dan situs web Kantor pertanahan 

kabupaten Ngada untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

proses pengurusan sertifikat tanah, akan tetapi masih ada beberapa 

masyarakat yang belum memiliki alat Komunikasi yang menunjang 

sehingga dilakukan kegiatan sosialiasi di setiap desa yang ada 
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2. Cakupan 

Masih banyak masyarakat di desa-desa tersebut belum mendaftar  

untuk mengikuti program tersebut karena ada masyarakat yang tanahnya 

masih bermasalah dan juga persyratannya belum lengkap. 

3. Ketepatan Layanan 

Ketepatan layanan program PTSL di Kecamatan Bajawa masih belum 

maksimal karena masih banyak masyrakat yang tidak melengkapi berkas 

dan juga keterlambatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh petugas 

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. 

4. Akuntabilitas 

Tindakan para implementor dalam menjalankan tugasnya untuk 

menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran PTSL belum 

maksimal karena masih ada beberapa masyarakat belum mendapatkan 

sertifikat mereka sampai dengan saat ini. 

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam Proses 

Implementasi Program PTSL  di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada 

a. Faktor Pendukung 

1) Kerja sama antar aparat 

2) Komunikasi yang baik 

3) Landasan Hukum 

b. Faktor Penghambat 

1) Kurangnya kesadaran masyarakat  

2) Kurangnya sarana prasarana 
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3) Batas administrasi Desa belum jelas  

 Terdapat juga beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target 

tersebut yaitu sebagai berikut :  

1. Animo masyarakat kurang terhadap program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap.   

2. Rata – rata bidang tanah di Kabupaten Ngada pemiliknya tidak memiliki 

berkas yang lengkap.  

3. Beberapa Desa di Kecamatan Bajawa belum mendapatkan pelayanan 

program PTSL hal ini dibuktikan dengan data dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Ngada 

6.2   Saran 

Dari kesimpulan di atas beberapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya 

dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanpa 

terkecuali.  

 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kiranya agar tetap konsisten 

dalam pengimplementasian kebijakan Pendafataran Tanah Sistematis 

Lengkap  di Kabupaten Ngada dan juga melakukan upaya – upaya yang 

dapat membuat masyarakat peduli akan pentingnya sertifikat tanah, bukti 

hak atas kepememilikan suatu bidang tanah, dan juga melengkapi sarana 

prasaran untuk mendukung program PTSL  agar bisa berjalan dengan 

baik.   

2. Bagi pemerintah Desa agar kiranya dapat memperjelas batas-batas 
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wilayah yang dimiliki agar tidak lagi terjadi sikap saling klaim mengenai 

batas desa. 

3. Bagi masyarakat agar kiranya berpasrtisipasi dalam program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap dan memahmi pentingnya sertifikat tanah 

terkhusus bagi masyarakat yang belum mempunyai perlindungan hukum 

hak atas kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah. 
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